PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 094 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR,

Menimbang:

Mengingat:

DAN JABATAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang

berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berintegritas, perlu
pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang
terstandar di lingkungan Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah harus
menyusun standar kompetensi Aparatur Sipil Negara sehingga
perlu menetapkan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, dan jabatan pengawas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

S. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan
Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubermur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat
Daerah, Dinas dan Badan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola
unit organisasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hak agama, suku
dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja
sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
telanis jabatan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan,
pengambangan dan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan
mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan
kode perilaku Aparatur Sipil Negara.

Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan,
pengambangan dan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan
mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan
kode perilaku Aparatur Sipil Negara.

Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengambangan dan
kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar
Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur
Sipil Negara.

Kualifikasi Jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk menduduki
suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, pengalaman kerja dan
kediklatan.

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi adalah persyaratan minimal
kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas secara efektif pada suatu
jabatan yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai berikut:

a.

standar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan;

pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas;
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standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan
pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;

penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan serta calon pengemban Jabatan Tinggi; dan

penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karir PNS.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.

d.

mewujudkan objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan;

mengidentifikasi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas dengan kompetensi pejabat atau calon
pengemban jabatan sehingga terciptapejabat yang profesional; dan

mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karir PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan meliputi:

(1)

(2)

kualifikasi jabatan;
kompetensi; dan

pemanfaatan standar kompetensi.

BAB 1I
Kualifikasi Jabatan

Pasal 5

Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri
kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas.

Kualifikasi jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi meliputi
a. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

b. pangkat paling rendah Pembina Utama Muda atau golongan ruang IV/c
untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pangkat paling rendah Pembina
Tingkat I atau golongan ruang IV/b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

c. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama atau
Jabatan Fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
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d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun untuk Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

Kualifikasi jabatan bagi Jabatan Administrator meliputi:
a. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
b. pangkat paling rendah Penata Tingkat I atau golongan ruang III/d; dan

c. sedangatau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional
yang setingkat dengan jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga} tahun.

Kualifikasi jabatan bagi Jabatan Pengawas meliputi:
a. pendidikan sarjana atau setara;

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang III/b
untuk perangkat daerah tipe A atau kelas A dan tipe B atau kelas B, unit
kerja tipe A dan kepala unit kerja tipe B;

c. paling rendah Penata Muda atau golongan ruang IlI/a pada unit kerja
tipe B; dan

d. Memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional
yang setingkat dengan jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
sesuai dengan bidang tugas jabatan yang diduduki.

BAB III
Kompetensi

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Jenis Kompetensi yang harus dimiliki oleh jabatan pimpinan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

a. Kompetensi Manajerial;
b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
c. Kompetensi Teknis.

Selain jenis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat
ditambahkan Kompetensi lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan
fungsi.

Penambahan Kompetensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah.

Ketentuan mengenai jenis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Kedua
Kompetensi Manajerial

Pasal 7

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
meliputi:

a. Integritas, yaitu mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan etika organisasi;

b. Kerjasama, yaitu mampu membangun komitmen tim dan sinergi,

c. Komunikasi, yaitu mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan
dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan;

d. Orientasi, yaitu mampu mendorong unit kerja mencapai target kerja yang
menantang bagi unit kerja, memberi aspirasi, dan teguran untuk mendorong
kinerja;

e. Pelayanan publik, yaitu mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta
memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja;

f. Pengembangan diri dan orang lain, yaitu mampu memberikan umpan balik,

membimbing;

g. Mengelola perubahan, yaitu mampu membantu orang lain mengikuti perubahan,
mengantisipasi perubahan secara tepat; dan

h. Pengambilan keputusan, yaitu mampu membandingkan berbagai alternatif,
menyeimbangkan resiko keberhasilan dalam implementasi.

Bagian Ketiga
Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 8

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
merupakan Kompetensi untuk mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan
kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagai kompetensi perekat bangsa.

Bagian Keempat
Kompetensi Teknis

Pasal O

(1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi jabatan.

(2) Ketentuan mengenai Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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BAB IV
Pemanfaatan Standar Kompetensi

Pasal 10

(1) Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dapat digunakan untuk:
a. seleksi pengisian jabatan;
b. pemetaan kompetensi; dan

c. analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

BAB V
Ketentuan Penutup

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2% Degeraier 101

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN

NOMOR  TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS

Nama Jabatan 1 Sekretaris Daerah
Kelompok Jabatan :  Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah  :  Kesekretariatan Kode
Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas menetapkan kebijakan
program, mengarahkan dan memberikan petunjuk, mendistribusikan tugas
membina, mengkoordinasikan, menetapkan data, mengevaluasi, menilai kinerj
dan melaporkan kegiatan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanga
daerah dan tugas pembantuan di bidang Sekretariat Daerah serta mengendalika
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian da
Pembangunan, Asisten Administrasi Umum sesuai petunjuk teknis (juknis) untu
kelancaran pelaksanaan tugas.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

5 Mampu menjadi role model| 5.1 Mempertahankan tingkat standa

dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi dalam|
keadilan dan etika di tingkat perkataan dan tindakan sehari-hari
nasional yang dipatuhi oleh seluruh
pemangku kepentingan pada lingkup

instansi yang dipimpinnya.
5.2 Menjadi “role model” [

keteladanan  dalam  penerapan
standar keadilan dan etika yang
tinggi di tingkat nasional.

5.3 Membuat konsep kebijakan dan
strategi penerapan sikap integritas
dalam pelaksanaan tugas dan
norma- norma yang sejalan dengan
nilai strategis organisasi.
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C. Pengalaman kerja

Memiliki pengalaman dalam v
Jabatan pelaksana paling
singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional (JF)
yang setingkat dengan
Jabatan pelaksana sesuai
dengan bidang tuga
Jabatan yang akan diduduki.

D. Pangkat

Minimal Penata Muda TK I (III/b) /

E. Indikator Kinerja Jabatan

' /

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR
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